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RPJMD (KEPALA DAERAH) KEPALA OPD (ESELON 11) ESELON Il ESELON IV
Indikatt Indikats Tujuan P kat S: Py kat
Tujuan n ', ator Sasaran ncikator Wuan Perangka Indikator Tujuan asaran Perangka Indikator Sasaran Program Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Sasaran dik Ki t: Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Daerah Daerah
MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING
Mewujudkan Program Penunjang Meningkatnya kualitas
sumber daya Urusan Pemerintahan Perencanaan,
B Indeks . Perencanaan, . Persentase sinkronisasi

manusia yang Meningkatnya Daerah Kab/Kota Penganggaran dan Meningkatnya Tersusunnya Dokumen Perencanaan [Jumlah Dokumen

. Pembangunn N Angka i _ Penganggaran, dan . . dokumen perencanaan Penysunan Dokumen

sejahtera, > Kesejahteraan L Evaluasi Kinerja Nilai AKIP OPD N sinkronisasi dokumen Perangkat Perencanaan Perangkat
N a Manusia Kemiskinan Evaluasi Kinerja OPD dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
berkualitas Masyarkat perencanaan Daerah Daerah
(IPM) Perangkat Daerah RPJMD

dan berdaya

saing

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Terlaksananya Evaluasi
Perangkat

Daerah

Kinerja

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Meningkatnya kualitas
administrasi keuangan

Persentase tata
kelola keuangan
sesuai SAP

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase tata kelola
keuangan sesuai SAP

Penyediaan gaji dan tunjangan
ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN

Tersedianya Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN




RPJMD (KEPALA DAERAH)

KEPALA OPD (ESELON I1)

ESELON 11l

ESELON IV

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran Perangkat

Indikator Tuj
ndikator Tujuan Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah  Dokumen
Penatausahaan  dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Tersedianya Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen

Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD

Penyusunan pelaporan dan
analisis prognosis realisasi
anggaran

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan
Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan
dan  Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang
Milik Daerah pada

SKPD

Meningkatnya kualitas
aedministrasi BMD

Persentase BMD
teradministrasi dengan
baik

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Tersedianya Rencana Kebutuhan
Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik
Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang
Milik Daerah
SKPD

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian
Barang

Milik Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik Daerah
SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan Barang
Milik Daerah
SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan Barang
Milik Daerah SKPD




RPJMD (KEPALA DAERAH)

KEPALA OPD (ESELON I1)

ESELON 11l

ESELON IV

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Indikator Tujuan

Sasaran Perangkat
Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Meningkatnya Kualitas
Administrasi Umum dan
Kepegawaian

Indeks kepuasan ASN

Administrasi
Kepegawaian
perangkat daerah

Meningkatnya kualitas
administrasi
kepegawaian

Pesrentase layanan
adminstrasi kepegawaian
dengan baik

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai

Tersedianya Unit Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pendataan dan
Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian

Terlaksananya Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian

Jumlah  Dokumen Hasil
Koordinasi ~ dan Pelaksanaaan
Sistem Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Terlaksananya
Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Monitoring,

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Pemulangan Pegawai yang
Pensiun

Terlaksananya
Pegawai yang
Pensiun

Pemulangan

Jumlah Pegawai Pensiun yang
Dipulangkan

Pemulangan Pegawai yang
Meninggal dalam Melaksanakan
Tugas

Terlaksananya
Pegawai yang
Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

Pemulangan

Jumlah Laporan Hasil
Pemulangan Pegawai yang
Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas

Pemindahan Tugas ASN

Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN

Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan
Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti  Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Administrasi umum
perangkat daerah

Meningkatnya kualitas
administrasi umum

Persentase administrasi
umum perangkat daerah
yang tersusun tepat
waktu

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
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ESELON 11l

ESELON IV

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran Perangkat

Indikator Tuj
ndikator Tujuan Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan
yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

Penyediaan Bahan/Material

Tersedianya Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material
yang Disediakan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan

Jumlah  Laporan
Penyelenggaraan  Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip
Dinamis
pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

urusan
daerah

Pengadaan barang
milik daerah penunjang

pemerintah

Meningkatnya kualitas
pengadaan BMD

Persentase BMD yang
terkelola

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang Disediakan

Pengadaan Alat Besar

Tersedianya Alat Besar

Jumlah Unit Alat Besar yang
Disediakan

Pengadaan Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor

Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor

Jumlah Unit Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor
yang Disediakan

Pengadaan mebel

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

Pengadaan peralatan dan mesin
lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan




RPJMD (KEPALA DAERAH)

KEPALA OPD (ESELON I1)

ESELON 11l

ESELON IV

. Indikator Indikator Tujuan Perangkat Sasaran Perangkat N N N " N
Tujuan N Sasaran : e Indikator Tujuan & Indikator Sasaran Program Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Sasaran dik Ki t: Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Daerah Daerah
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
Pengadaan Aset Tetap Lainnya  |Tersedianya Aset Tetap Lainnya - P ¥
yang Disediakan
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud
Pengadaan Aset Tak Berwujud  [Tersedianya Aset Tak Berwujud - J
yang Disediakan
Tersedianya Gedung Kantor atau [Jumlah Unit Gedung Kantor
Pengadaan Gedung Kantor atau
. Bangunan atau Bangunan
Bangunan Lainnya . . -
Lainnya Lainnya yang Disediakan
N Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan PrasaranaTersedianya Sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau Bangunan |Gedung Kantor atau Bangunan N
Lainnya Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
1 1
v v Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana(Tersedianya Sarana dan Prasarana |Prasarana Pendukung Gedung
Pendukung Gedung Kantor atau [Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan jasa Meningkatnya kualitas Jumlah Laporan
v . ) g y Persentase jasa . Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat . P
penunjang urusan penyediaan jasa R . Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat
N . terpenuhi dengan baik Menyurat
pemerintah daerah penunjang urusan OPD Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Meningkatnya kulitas
Pemeliharaan BMD

Persentase BMD yang
terpelihara dengan baik

Penyediaan jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas lainnya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Tersedianya  Jasa
Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Pemeliharaan,

Jumlah Alat Besar yang
Dipelihara dan
dibayarkan Perizinannya
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Tujuan

Indikator

N Sasaran
Tujuan

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran Perangkat

Indikator Tuj
ndikator Tujuan Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor

Tersedianya  Jasa Pemeliharaan,
Biaya

Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor yang Dipelihara
dan Dibayarkan Perizinannya

Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang
Dipelihara

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya
yang Dipelihara

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah Aset Tak Berwujud yang
Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitas
gedung kantor dan bangunan
lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/rehabilitas sarana
dan prasarana gedung kantor
atau bangunan lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Luas Tanah yang
Dilakukan
Pemeliharaan/Rehabilitasi




RPJMD (KEPALA DAERAH)

KEPALA OPD (ESELON I1)

ESELON 11l

ESELON IV

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran Perangkat

Indikator Tuj
ndikator Tujuan Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Pengendalian Laju pertumbuhan [Menurunnya angka

pertumbuhan penduduk dan kelahiran
penduduk dan persentase tingkat
meningkatnya kesejahteraan

kualitas keluarga keluarga

Persentase angka
kelahiran total (TFR)

Program Pembinaan
Keluarga Berencana

Meningkatnya kualitas
keluarga berencana

Persentase kesertaan
ber KB

Pendayagunaan tenaga
penyuluh KB Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

Meningkatnya capaian
program kegiatan tenaga
penyuluh KB /Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

Persentase target
capaian kegiatan yang
dihasilkan tenaga
penyuluh KB /Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

Penguatan pelaksanaan
penyuluhan pergerakan,
pelayanan dan pengembangan
program KKBPK untuk Petugas
Keluarga Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB)

Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan
Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan Program Bangga
Kencana (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Jumlah Laporan Hasil
Penguatan Pelaksanaan
Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pengembangan
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) untuk Petugas
Keluarga Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB)

Pelaksanaan
Advokasi,Komunikasi,In
formasi dan Edukasi
(KIE) pengendalian
penduduk dan KB
sesuai kearifan budaya

Meningkatnya
Advokasi,Komunikasi,Inf
ormasi dan Edukasi (KIE)
pengendalian penduduk
dan KB sesuai kearifan

Persentase advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
pengendalian penduduk
dan KB sesuai kearifan

Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE) Program KKBPK
Sesuai Kearifan Lokal

Terlaksananya Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Program Bangga
Kencana (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Sesuai Kearifan Budaya

Jumlah Dokumen Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Sesuai Kearifan

Jokal budaya lokal budaya lokal Lokal Budaya
Lokal
Jumlah Dokumen Promosi dan
Terlaksananya Promosi dan KIE u u '
Program Banega Kencana KIE Program Bangga Kencana
Promosi dan KIE Program KKBPK 8 B8 (Pembangunan Keluarga,
. . (Pembangunan Keluarga,
melalui media massa, cetak dan Kependudukan, dan Keluarga
; y Kependudukan, dan Keluarga . )
elektronik, serta media luar R N Berencana) Melalui Media
Berencana) Melalui Media Massa N
ruang . N Massa Cetak dan Elektronik
Cetak dan Elektronik serta Media N
Luar Ruan serta Media
8 Luar Ruang
Pemaduan dan Terpadunya dan Jumlah Dokumen Promosi dan KIE
persentase sinkronisasi kebijakan [selarasnya kebijakan Persentase Program Bangga Kencana
intah daerah intah daerah kegiat: Pemb: Kel 3
Program Pengendalian Meningkatnya kualitas penurunan angka pem.enﬁ an caera pem.enﬁ an caera program/kegia ?_n vang Pelaksanaan Sarasehan Hasil (Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Sarasehan
. provinsi dengan provinsi dengan mendukung kebijakan . Kependudukan, dan Keluarga . .
Penduduk pengendalian penduduk |pertumbuhan . . h ) Pemuktahiran Data keluarga . . Hasil Pemutakhiran
penduduk pemerintah kabupaten [pemerintah kabupaten |pengendalian kuantitas Berencana) Melalui Media Massa

dalam pengendalian
kuantitas penduduk

dalam pengendalian
kuantitas penduduk

penduduk

Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang

Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi
pendidikan kependudukan jalur
formal disatuan pendidikan SLTP

Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi
dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan
SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan
Informal

Jumlah Satuan Pendidikan yang
Mendapatkan Advokasi,
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur
Non Formal dan Informal

Meningkatnya
kualitas
kesejahteraan
keluarga

Persentase Keluarga
sejahtera

Pembinaan Keluarga
Berencana

Meningkatnya kualitas
pelayanan pembinaan ber
KB

Persentase jumlah KB
Aktif

Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya kualitas
pelayanan KB di Daerah

Persentase ketersediaan
alokon pada faskes
terpenuhi

Pengendalian Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

Terlaksananya Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
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Tujuan

Indikator

N Sasaran
Tujuan

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Indikator Tujuan

Daerah

Sasaran Perangkat

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Peningkatan kesertaan

jangka panjang (MKJP)

penggunaan metode kontrasepsi

Terwujudnya Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP

Jumlah Orang yang
Mengikuti Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKIP)

Meningkatnya kualitas
kompetensi kader KB
terhadap pelayanan
kesehatan reproduksi

Persentase Kader KB
yang dibina

Promosi dan Konseling

Hak Reproduksi di Fasilitas
Kesehatan dan Kelompok
Kegiatan

Kesehatan Reproduksi, serta Hak-

Terlaksananya Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan
Kelompok Kegiatan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Promosi dan
Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta Hak-Hak
Reproduksi di Fasilitas
Kesehatan dan Kelompok
Kegiatan

pemberdayaan dan
peningkatan keluarga
sejahtera (KS)

Meningkatnya kualitas
Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Persentase
Penurunan jumlah
keluarga yang
statusnya pra
sejahtera 1

Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui
Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga

Meningkatnya kualitas
Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
pra sejahtera 1

presentase Jumlah
kelompok keluarga yang
dibina keluarga Pra
sejahtera 1

Kegiatan Ketahanan dan

BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok|

Kesejahteraan Keluarga (BKB,

Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil Promosi
dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Meningkatnya
Pengarusutamaan
gender dan
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak

IPG (Indeks Meningkatnya
Pembangunan kualitas hidup
Gender) perempuan

IPG (Indeks
Pembangunan
Gender)

Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan

Persentase peran
serta perempuan
dalam pembangunan
meningkat

PP bidang Politik,
hukum, sosial, ekonomi
pada organsisasi
kemasyarakatan
kewenangan
kabupaten/kota

Meningkatnya kualitas
pemberdayaan
perempuan dalam
bidang politik, hukum
dan sosial, ekonomi

Persentase perempuan
yang bergerak di bidang
politik, hukum, sosial dan
ekonomi meningkat

Sosialisasi Peningkatan

Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi

Partisipasi Perempuan di Bidang

Terlaksananya Sosialisasi
Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial

dan Ekonomi Kewenangan

Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan

Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi

Pendampingan Peningkatan

Meningkatnya Organisasi Masyarakat
yang Mendapat Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dalam Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Masyarakat

yang Mendapat Advokasi dan
Pendampingan Kebijakan
Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya
Kesetaraan dan keadilan
gender

Persentase
diskriminasi terhadap
perempuan menurun

Pelembagaan PUG
pada lembaga
pemerintah
kewenangan

Terlembaganya PUG
pada lembaga
pemerintah kabupaten
bengkulu selatan

Persentase OPD yang
melaksanakan
pengarusutamaan gender’

PUG termasuk PPRG

Sosialisasi kebijakan pelaksanaan

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) bagi Organisasi Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah yang
Mengikuti Sosialisasi Kebijakan

Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) Termasuk
Perencaan Pembangunan
Responsif Gender

kabupaten/kot K
abupaten/kota K:‘l;’:n:t"eia/r;ota (PPRG) Kewenangan
P Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang
Mengikuti Advokasi Kebijak:
Meningkatnya Persentase Pelembagaan PUG Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan engikuti \{o ast febljakan
Terlembaganya PUG - ) dan Pendampingan
Pelembagaan Pelembagaan pada lembaga Persentase OPD yang Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan
h . pada lembaga ) Pelaksanaan Pengarustamaan
Pengarusutamaan Responsif gender pemerintah . melaksanakan pendampingan pelaksanaan PUG |Pengarustamaan Gender (PUG)
. pemerintah kabupaten Gender (PUG) Termasuk
Gender meningkat kewenangan pengarusutamaan gender termasuk PPRG Termasuk Perencaan Pembangunan
kabupaten/kota bengkulu selatan Responsif Gender (PPRG) Perencaan Pembangunan
P P Responsif Gender (PPRG)

Kewenangan Kabupaten/Kota




RPJMD (KEPALA DAERAH)

KEPALA OPD (ESELON I1)

ESELON 11l

ESELON IV

Tujuan

Indikator

N Sasaran
Tujuan

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran Perangkat

Indikator Tuj
ndikator Tujuan Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan kebijakan
pelaksanaan PUG

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penguatan dan
pelembagaan dan
lembaga penyedia

perempuan
kewenangan
kabupaten kota

layanan pemberdayaan

meningkatnya kapasitas
lembaga perempuan
yang berpartisipasi aktif
dalam lembaga penyedia
layanan

persentase lembaga
peneyedia layanan
pemberdayaan
perempuan meningkat

Peningkatan kapasitas sumber
daya lembaga penyedia layanan
PP kewenangan kabupaten/kota

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
yang Mendapat Peningkatan
Kapasitas

Meningkatnya
perlindungan
Perempuan dan
Anak

Persentase
kekerasan dalam
rumah tangga
(KDRT)

Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan

Persentase
penurunan kasus
tindak lanjut atas

Pencegahan kekrasan
terhadap perempuan

Terbangunnya koordinasi
dan sinkronisasi

Persentase kasus
kekerasan terhadap

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelak Kehiiak

Program dan Kegiatan Pencegahan

Program dan Kegiatan

Perlindungan Khusus
Anak

Memerlukan
Perlindungan Khusus
yang Memerlukan

penurunan kasus

Kekerasan Terhadap |yang Memerlukan

Perlindungan Khusus

pendampingan terhadap
anak yang menjadi

Persentase kasus
kekerasan terhadap anak
yang tertangani

Pelaksanaan Pendampingan Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan

yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
yang Memerlukan Koordinasi dan

lingkup daerah encegahan kekerasan erempuan yan,
lingkungan daerah kasus kekerasan ingkup p 8 perempu . Yyang Kekerasan terhadap Perempuan [Kekerasan Terhadap Perempuan Pencegahan Kekerasan
kabupaten/kota terhadap perempuan tertangani .
kabupaten/kota perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |Kewenangan Kabupaten/Kota Terhadap Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
. . Jumlah Perangkat Daerah yang
Terlak Advokasi Kebijakan d
Advokasi kebijakan dan era san?nya vokasi e U_a an dan Mendapat Advokasi dan
. Pendampingan Layanan Perlindungan .
pendampingan layanan Pendampingan Layanan
. Perempuan Kewenangan .
perlindungan perempuan Perlindungan Perempuan
Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
P di L
Terwujudnya Penyediaan en.ye aan tayanan . .
Layanan bagi Anak yan, bagi Anak yang Koordinasi dan Sinkronisasi Tersedianya Pendampingan bagi Anak Jumiah Layanan Tindak Lanjut
v 8 yang Persentase Memerlukan Meningkatnya kualitas Y ping 8 Pengaduan yang Memerlukan

Koordinasi dan Sinkronisasi
bagi Anak yang Memerlukan

Anak Koordinasi Tingkat korban kekerasan Perlindungan Khusus
Koordinasi Tingkat 8 Kabupaten/Kota Sinkronisasi 8
Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, N L R Jumlah Dokumen Komunikasi,
. . Tersedianya Komunikasi Informasi dan . .
Informasi dan Edukasi anak yang ) Informasi dan Edukasi (KIE)
) Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan
memerlukan perlindungan ) Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan .
khusus kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus
kabupaten/kota. P Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
8 8 . . - - . - Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Lembaga Penyedia Terwujudnya koordinasi . Koordinasi dan Sinkronisasi ) . . . -
o . o Persentase terpenuhinya . Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pemenuhan Hak |Terfasilitasinya Persentase Layananan dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan ) . . .
. " . " 5 klaster pemenuhan hak . B . Pendampingan Peningkatan Kualitas [Pelaksanaan Peningkatan
Anak Pemenuhan Hak Anak pemenuhan hak anak | Peningkatan Kualitas  |peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak | - . y
. . anak . Hidup Anak Kewenangan Kualitas Hidup Anak
Hidup Anak hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan

Kabupaten/Kota
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Tujuan

Indikator

N Sasaran
Tujuan

Indikator
Sasaran

Tujuan Perangkat
Daerah

Indikator Tujuan

Sasaran Perangkat
Daerah

Indikator Sasaran

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi
lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak
tingkat daerah kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Komunikasi

Tersedianya Komunikasi Informasi dan|Informasi dan Edukasi (KIE)

Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak

bagi Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
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